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[ SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kota
Sorong seiring dengan berkembangnya berbagai macam
fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan dan fasilitas
lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk
datang dan bertempat tinggal di rumah Kos dalam kurun
waktu tertentu;

bahwa Rumah Kos telah berkembang sejalan dengan
perkembangan usaha Rumah Kos, maka perlu adanya
kepastian hukum dalam Pengelolaan Rumah Kos dengan
memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengelolaan Rumah
Kos;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3209);



3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Nomor 018/PUU-1/2003;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 4725, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4674);
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11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5 234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



15.

16.

17.

18.

19.

-4-

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M /2006 tentang Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Sorong.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

1.
2.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



10.

11

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Sorong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

Badan Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal, dan Investasi yang
selanjutnya disingkat BP2MI adalah Badan Pelayanan Perizinan,
Penanaman Modal, dan Investasi Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala BP2MI.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang
diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan
kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.

Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam
satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos

. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas

Rumah Kos dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar paling banyak 15
kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1
(satu) bulan.

Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang
menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.

Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah
Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Kos berasaskan pada:

@M a0 T

—.

kepastian hukum;

kesejahteraan;

kebhineka tunggal ikaan;

keadilan dan pemerataan;

keefisienan dan kemanfaatan;

kemandirian dan kebersamaan;

keterpaduan;

kesehatan;

keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan
kearifan lokal.
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Pasal 3

Pengelolaan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

a. memberikan kepastian hukum;

b. mewujudkan Rumah Kos yang layak,aman dan nyaman sesuai dengan
fungsinya;

c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial
danbudaya,;
penataan administrasi kependudukan;dan

e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan
ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah
ini meliputi izin Pengelolaan Rumah Kos, tata tertib Pengelolaan Rumah Kos,
Pengelolaan Rumah Kos, peran serta masyarakat, pengawasan, sangsi
administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Rumah Kos wajib memiliki izin
Pengelolaan Rumah Kos.

(2) Izin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Walikota.

(3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BP2MI.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos
harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui BP2MI dengan
persyaratan sebagai berikut:

. memiliki persetujuan prinsip membangun;

. memiliki rekomendasi UKL /UPL;

memiliki izin lingkungan;

. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);dan

memiliki izin gangguan (HO).

(2) Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos
menjalankan usahanya.

o o0 op
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan pembinaan,
dan pengendalian Pengelolaan Rumah Kos wajib mendaftar ulang setiap 5
(lima) tahun sekali.

Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan
jumlah kamar Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan permohonan
penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,pendaftaran
kembali, dan penyesuaian izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam
Peraturan Walikota.

Ketentuan teknis dalam pemberian izin mendirikan bangunan berpedoman
kepada Pedoman Persyaratan Teknis Mendirikan Bangunan Gedung dan
Teknis Mendirikan Bangunan Gedung.

BAB IV
TATA TERTIB

Pasal 7

Setiap Pengelola Rumah Kos berkewajiban untuk:

a.
b.

memiliki izin Pengelolaan Rumah Kos;

bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi di
dalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan
dan kesehatan serta tidak menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu )
bulan;

menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu,
dapur,MCK yang memadai dan layak;

setiap bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas
penghuni kepada RT/RW setempat;

mencegah rumah kos sebagai tempat melakukan perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya;

meminta identitas dan mengajak penghuni baru untuk melapor paling
lama 1x24 jam kepada kelian banjar dinas / kepala lingkungan setempat;
memberitahukan paling lama 1x24 jam setelah kedatangan kepada RT/RW
setempat apabila menerima tamu yang menginap;

membuat tata tertib rumah kos;

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kos
untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat
dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun
pembangunan.

memiliki nama yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh
umum, sebagai identitas rumah kos.

dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan
jumlah kamar dan/atau lantai, Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan
permohonan perubahan;

menyediakan buku register penghuni dan buku tamu;
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membuat perjanjian tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan penyewa;

Pasal 8

Penghuni Rumah Kos berkewajiban:

a.
b.

(1)
(2)
(3)

menjaga dan menjalankan tata tertib dalam rumah kos;

memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal dan mentaati aturan
tertib administrasi kependudukan;

melapor paling lama 1x24 jam kepada RT/RW dengan didampingi oleh
Pengelola Rumah Kos;

melapor paling lama 1x24 jam kepada RT/RW dalam hal ada tamu yang
menginap dengan didampingi oleh Pengelola Rumah Kos; dan

mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai penduduk setempat dan
menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya setempat.

BAB V
PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 9

Pengelolaan Rumah Kos dilakukan oleh pemilik Rumah Kos.

Pengelola Rumah Kos berkewajiban tinggal di wilayah Rumah Kos.
Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikelola sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Dalam hal Pengelolaan Rumah Kos melakukan pelimpahan Pengelolaan
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

b.

(1)

pihak yang menerima pelimpahan berdomisili di kelurahan tempat rumah
kos berada dan memiliki kartu tanda penduduk; dan
memberitahukan kepada pemerintah kelurahan melalui RT/RW setempat;

BAB VI
LARANGAN

Pasal 11

Setiap Pengelola Rumah Kos dilarang:

a. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila
dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; dan

b. menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan.



(2)

(1)

(2)

(3)

Setiap Penghuni dilarang:

a. menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;

b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif
lainnya (napza) dan minuman keras (miras); dan

c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang
melanggar hukum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian
terhadap Pengelolaan Rumah Kos.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menugaskan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.

Guna efektifitas pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud ayat (1) Lurah dibantu oleh RT/RW berkewajiban melaksanakan
pembinaan dan pengendalian terhadap penghuni Rumah Kos di
wilayahnya masing-masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran
terhadap Peraturan daerah ini kepada Walikota dengan tembusan
disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap Pengelolaan
Rumah Kos, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan

dari instansi terkait.

(1)

(2)

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Pengelolaan
Rumah Kos, Walikota dapat mengenakan sanksi administrasi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos; dan

c. pencabutan izin Pengelolaan Rumah Kos.
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Pasal 15

(1) Pegelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi
berupa peringatan tertulis dari Walikota.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
banyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.

(3) Pengelola Rumah Kos yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan
Izin Pengelolaan Rumah Kos.

(4) Apabila Pengelola Rumah Kos tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (3), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
pembekuan izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin
Pengelolaan Rumah Kos.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan
terhadap ketentraman dan ketertiban Pengelolaan Rumah Kos dibawah
koordinasi Pemerintah Kelurahan setempat.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 11 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah ini.
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a

e

—.

. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pasa saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Pengelola Rumah Kos
yang telah melaksanakan Pengelolaan Rumah Kos berkewajiban melakukan
penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.
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Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 -9 - 2016
WALIKOTA SORONG,

CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 -9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (13 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN

ANY GUNTARI
Penata /III c

NIP.19780325 200312 2 011




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTASORONG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan konsekuensi bahwa
pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan
publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak
dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.Hal ini membawa konsekuensi
hukum bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah merupakan pihak
yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan
perumahan.Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Rumah Kos
secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan
wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,
diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Pengaturan hukum pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini
berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas
nilai ekonomi dan asas kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diatas, pembentukan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos ini diperlukan dalam rangka
kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan
Rumah Kos yang baik dan berwawasan lingkungan, dan juga untuk
mencegah resiko penyalahgunaan Rumah Kos untuk kegiatan yang dapat
mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah Kota Sorong.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan ”asas kepastian hukum” adalah bahwa
pengelolaan Rumah Kos harus memberikan jaminan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengelolaan Rumah Kos.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan
landasan agar kebutuhan akan Rumah Kos yang layak bagi
masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu
mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”asas kebhineka tunggalikaan” adalah
bahwa pengaturan Rumah Kos memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah
adalah memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat
perorangan dalam pemberdayaan masyarakat secara proporsional
dan merata.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan”
landasan agar penyelenggaraan pengelolaan Rumah Kos dilakukan
dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya
tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan
yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan”
adalah memberikan landasan agar pengelolaan Rumah Kos
bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk
turut serta mengupayakan pengadaan tempat hunian sehingga
mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan
sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku
kepentingan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan Rumah Kos dilaksanakan dengan
memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antar
instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh,
saling menunjang, dan saling mengisi.



Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan
landasan agar pembangunan Rumah Kos memenuhi standar
rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup
sehat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan
rumah kos memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan
bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan
lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan
penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam
pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan
pengelolaan Rumah Kos harus memperhatikan kondisi khusus
daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat setempat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.



Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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